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BAB II 

KAJIAN TEORI MENGENAI KODE ETIK POLRI, TUGAS 

KEPOLISIAN, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN 

OLEH ANGGOTA POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.2 

TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN JO KUHP 

 

A. Tindak Pidana 

 

1.   Pengertian Tindak Pidana 

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahaan dari bahasa 

Belanda “strafbaar feit”, Criminal Act dalam bahasa Inggris, Actus Reus 

dalam bahasa Latin. Didalam merterjemahkan perkataan Strafbaar Feit 

itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa 

sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Perkataan 

tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari 

pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau 

dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan 

tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta 

menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Ada beberapa 

batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana/para ahli 

antara lain: 31 

a. Vos. Mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakukan manusia yang 

oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakukan manusia 

yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana 

                                                             
31 E.Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas 1960, hlm 253. 



31 
 

 

b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “sesuatu pelanggaran kaedah 

(pelanggaran tata hukum, Normovertreding) yang diadakan karena 

kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesehateraan.32 

c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan : 

1) Oleh hukum diancam dengan pidana. 

2) Bertentangan dengan hukum. 

3) Dilakukan oleh seseorang yang bersalah. 

4) Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. 

 

d. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 

tersebut.33 

e. R.Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatau perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-

undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana 

diadakan tindakan hukum.34 

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi 

perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana 

disebut dengan tindak pidana. 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur 

tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 

                                                             
32 Ibid, hlm 257. 
33 Moeljatno, Op.Cit, hlm 54. 
34 R.Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara Bandung 1959, hlm 27. 
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Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 

adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 

pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 

perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 

atau kesalahan (criminal responbility).35 

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:36 

a. Ada perbuatan;  

b. Ada sifat melawan hukum;  

c. Tidak ada alasan pembenar;  

d. Mampu bertanggungjawab;  

e. Kesalahan;  

f. Tidak ada alasan pemaaf. 

 

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini 

memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal 

act, dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh 

karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana 

cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang 

yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar 

pembenar.  

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:37  

a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;  

                                                             
35 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 

PUKAP-Indonesia,Yogyakarta,hlm 38. 
36  Ibid, hlm. 43. 
37 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 43  
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b. Ada sifat melawan hukum;  

c. Tidak ada alasan pembenar.  

 

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:38  

a. Mampu bertanggungjawab;  

b. Kesalahan;  

c. Tidak ada alasan pemaaf.  

 

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini 

disebut oleh undang-undang. KUHPidana buku ke II memuat delik yang 

disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk 

membedakan kedua jenis delik itu, namun KUHPidana tidak 

menjelaskannya. Ia hanya memasukkan kedalam kelompok pertama 

kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Ada dua pendapat 

yang mencoba menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara 

pelanggaran dan kejahatan. 

Pendapat pertama menyatakan, antara kedua jenis delik ada perbedaan 

yang bersifat kualitataif. Dengan ukuran ini, didapati 2 jenis delik, 

yaitu:39 

a.  Rechtdelicten yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-

undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat 

sanagat bertentangan dengan keadilan. 

                                                             
38 Ibid. hlm. 43   
39 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakata; 2012, hlm. 105 
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b.  Westdelicten yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari 

sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai 

delik. Jadi karena ada undang-undang, maka mengancamnya 

dengan pidana. Misalnya : memarkir mobil disebelah kanan jalan. 

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. 

   Pendapat kedua mengatakan, bahwa antara kedua jenis delik itu 

ada perbedaan yang besifat kuantitatif. Pendirian ini hanya 

meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 

kriminilogi, dimana “pelanggaran” lebih ringan daripada “kejahatan”. 

a.  Delik Formil dan Delik Materiil 

1)  Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 

kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai 

dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam 

rumusan delik. 

2)  Delik materiil adalah delik yang perumusannya 

dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki 

(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak 

dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak 

hanya ada percobaan. 

b. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per 

Ommisionen Commissa. 
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1) Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 

terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. 

Misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. 

c.    Delik Dolus  

1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesenganjaan, 

misalnya: barangsiapa sengaja melukai berat orang lain 

diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan 

penjara paling lama delapan tahun (Pasal 354 (1) 

KUHPidana) 

d. Delik Tunggal dan Delik Berangkai 

1)  Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 

perbuatan satu kali. 

2) Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, 

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. 

e. Delik Yang Berlangsung Terus Dan Delik Selesai 

1)  Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai 

ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. 

2) Delik selesai adalah delik dengan tidak lebih dari suatu 

perbuatan yang mencakup malakukan, melainkan atau 

menimbulakan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, 

membakar dan sebagainya. 

f. Delik Aduan Dan Delik Laporan 
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1) Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya 

dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang 

terkena galaedeerde partij. 

 

3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

  Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHPidana 

disebut “penganiayaan”.  Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan 

terhadap tubuh manusia  ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan 

hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan  atas 

tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, 

bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat 

menimbulkan kematian. 

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti 

sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut 

adanya pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” 

atau “batiniah”. 

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan 

yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. 

Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak 

kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang 

terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, 

mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk 

dengan pisau. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan 
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berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk 

angin. 

 

4. Bentuk-bentuk penganiayaan 

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa 

   Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan 

penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 

351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan 

penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. 

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan 

biasa, yakni: 

1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat 

maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebayak-

banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1) 

2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2) 

3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3) 

4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4 

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: 

a) Adanya kesengajaan 

b) Adanya perbuatan 



38 
 

 

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, 

dan atau luka pada tubuh 

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 

 

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan 

   Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, 

penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum 

hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila 

tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak 

menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 

pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang 

yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang 

bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. 

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu 

penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang 

untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 

 

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

       Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan 

berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. 

Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. 

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan 

(kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya 
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(tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan 

dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus 

ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan 

pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. 

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut: 

a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh 

dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. 

b)   Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan 

atau pencaharian. 

c)    Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra. 

d)   Kekudung-kudungan 

e)  Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu. 

f)   Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada 

dalam kandungan.40 

 

B. Pengertian POLRI dari Tugas dan Wewenang 

1. Pengertian Polisi 

 Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada 

mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga 

Negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi 

kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi mengandung 

arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan 

                                                             
40 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafindo Persada; 

Jakarta; 2004, hlm. 7 
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tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah 

menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.41 

Pengertian Polisi Didalam Encyclopedia of Social Sciences, didapatkan 

definisi Polisi sebagai berikut :42 

“The term police in its early definitions has covered a wide 

range of functions. It has been employed to described 

various aspects of the control of pulic sanitation; it has had 

a highly special meaning with respect to the suppression of 

political offences; and at times it has been expanded to 

cover practically all form of public regulation and domestic 

order. Now, however it is used primarily with reference to 

the maintenance of public order and the protection of 

person and property from the commission of unlawful acts. 

Hence police and constabulary have come to be almost 

synonymous” 

 

 Dilihat dari definisi polisi diatas, Polisi pada pengertian semulanya 

meliputi bidang-bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk 

menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan 

perlahan meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan 

ketertiban umum. Dan sekarang istilah itu dipergunakan untuk 

pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta 

bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.43  

                                                             
41 Andi Munawarman, Artikel Sejarah Singkat POLRI, di.http:/ /www.Hukum 

Online.com/ hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal September 

2016 pukul 11.20 WIB. 

42 Momo Kelana, (1984), Hukum Kepolisian, CV. Sandaan, Jakarta, hlm. 19. 
43 Ibid  hlm 23. 

http://www.landasanteori.com/
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Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, 

yakni: .44  

 “Polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan tentang 

organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua 

dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap 

persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka 

menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” 

 

 Pada awalnya, Polri  berada di lingkungan kementerian dalam   

negeri karena masih dalam suasana transisi, pada masa penjajahan 

Belanda, administrasi Kepolisian dilaksanakan oleh Departement Van 

Binnenlasch Bestuur  (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan dalam 

masa penjajahan Jepang, pengaturan pola-pola Kepolisian sesuai dengan 

peraturan Pemerintahan Jepang, Oleh sebab itu sejak tanggal 8 Agustus 

1942 di Jawa, dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) yang berdiri 

sendiri, tidak berada dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen 

Kehakiman. Perubahan mulai terjadi, yaitu militerisasi Kepolisian. 

Dengan adanya Instruksi Dewan Pertahanan Negara (DPN) dengan TAP 

No. 112/DPN/1947, 1 Agustus 1947, bahwa kewajiban Kepoisian Negara 

secara umum tetap berlaku menurut peraturan yang ada, kecuali 

ditentukan lain dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 39 Tahun 

1946, 19 September 1945, dan dalam penetapan tersebut memuat hal-hal 

yang mengatur fungsi Kepolisian sebagai militer.Dalam Penetapan Dewan 

Pertahanan Negara (DPN), diatur beberapa ketentuan tentang Kepolisian 

                                                             
44 Momo Kelana, 1984. Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi 

Histories Komperatif Jakarta: PTIK, hlm. 22 
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yang menyatakan tentang militerisasi Kepolisian yaitu : Kepolisian Negara 

menjalankan perintah-perintah dan putusan-putusan DPN yang diberikan 

dengan Surat Penetapan atau Surat Perintah. Dalam keadaan mendesak, 

perintah diberikan dengan lisan yang kemudian disusul dengan surat. 

Kepolisian Negara mempunyai kedudukan yang sama dengan tentara, 

dengan Peraturan Tata Tertib Militer (bukan pidana militer) dan 

pengadilan tentara berlaku bagi segenap anggota Keposian Negara. Dalam 

suatu penyidikan perkara, Kepolisian dapat menangkap anggota-anggota 

tentara untuk kemudian diserahkan kepada  komando  tentara  yang 

 bersangkutan  disertai dengan  laporannya. Untuk kepentingan 

pertahanan, DPN berhak memasukkan Kepolisian sebagian atau 

seluruhnya menjadi kesatuan tentara. Dalam hal ini, fungsi Kepolisian 

sebagai combatant, karena Kepolisian dapat dijadikan tentara.45 

 

2. Tugas dan wewenang Polisi 

Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan 

untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian 

tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di 

bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk 

mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang 

berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. 

Menurut G. Gewin Tugas Polisi adalah sebagai berikut : 

                                                             
45 Irwan Suwarto (2003), Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti 

Press, Padang, hlm. 49 
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“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara 

perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata 

tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, 

menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”. 

 

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, 

telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 menyatakan sebagai 

berikut : 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian 

Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas 

memelihara keamanan dalam negeri. 

b. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung 

tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 

dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai 

berikut : 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri 

bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan 

segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak 

hukum terutama dibidang pembinaan keamanan da 

ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 

Tahun 1969.” 

 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas 

Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah 
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bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh 

instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada 

masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan 

ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan 

dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban 

dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi 

ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam 

pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan 

untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara, 

terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya 

Tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. 

Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, 

ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja 

masyrakat dalam mencapai kesejahteraan.46 

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan 

dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk 

melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah 

digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, 

bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya 

                                                             
46 Rusman Hadi,. Polri menuju Reformasi, Jakarta 1996: Yayasan Tenaga Kerja, hlm.27 
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harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 13 dan 14 

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:47 

1) Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menganggu ketertiban umum; 

3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

4) Mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 

5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan  

administratif kepolisian; 

6) Melaksanakan  pemeriksaan khusus sebagai  bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya  serta memotret seseorang; 

9) Mencari keterangan dan barang buktu; 

10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat; 

12) Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta  kegiatan masyarakat; 

                                                             
47 Wawan Tunggul Alam, 2004. Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, 

advokat dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer, hlm.54 
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13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya  berwenang: 

1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan  

kegiatan masyarakat lainnya; 

2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

5) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, 

bahan peledak, dan senjata tajam; 

6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap  

badan usaha  di bidang jasa pengamanan; 

7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih   aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian; 

8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional; 

9) Melakukan  pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

10)  Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

11)  Melaksnakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas  

kepolisian.48 

 

                                                             
48 Ibid hlm. 56 
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C. Kode etik POLRI 

1. Pengertian Kode Etik 

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, 

memiliki “Etika” yang menunjukan perlunya bertingkah laku sesuai 

dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan 

“kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang 

diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka 

meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta 

untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas 

sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarkat. 

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan 

manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau 

dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita –cita dalam satu 

komunitas.49 Etika berasal dari bahasa  latin disebut ethos atau 

ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam 

bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut 

juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau 

kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan 

moralitas atau moral.50 

                                                             
49  Wik Djatmika, Etika Kepolisian  ( dalam komunitas spesifik Polri ) , Jurnal Studi 

Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18 
50  Wiranata, I Gede A.B, Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm 84 
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Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam 

pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - 

pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam 

melaksanakan  tugas dan wewenangnya harus dapat metncerminkan 

kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya 

sebagai alat Negara  penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya 

bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara 

langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, 

oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai 

etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.51 

 

2. Tujuan dibuatnya kode etik POLRI 

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika 

Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. 

Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa 

internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan 

sarana untuk:52 

a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, 

yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat. 

b. Mencapai sukses penugasan. 

                                                             
51 Wik Djatmika, Op.Cit hlm. 21 
52 Wawan Tunggul Alam, Op.Cit hlm. 67 
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c.  Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk 

partisipasi masyarakat. 

d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efesien dan modern, 

yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat. 

 

3. Akibat dilanggarnya kode etik POLRI 

Pada dasarnya, POLRI harus menjunjung tinggi kehormatan dan 

martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik 

yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara 

umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti POLRI melanggar 

peraturan disiplin. 

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan 

disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata 

melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau 

hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan 

fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak 

menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk 

menjatuhkan Hukuman Disiplin. 
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Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):53 

a. Teguran tertulis; 

b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; 

c. Penundaan kenaikan gaji berkala; 

d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

e. Mutasi yang bersifat demosi; 

f. Pembebasan dari jabatan; 

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin 

diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak 

pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan 

(penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah 

melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode 

etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang 

melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode 

etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan 

sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik  tidak menghapus 

tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena 

itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses 

secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi 

pelanggaran kode etik. 

                                                             
53  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
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Adapun proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum 

dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan 

umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk 

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik  Profesi 

POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Selain itu 

Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 

Tahun 2003. 

Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003: 

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap 

tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan 

dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 

 

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit 

menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau 

sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin 

dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima 

berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari 

provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 23 PP No. 2 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18388/nprt/544/pp-no-3-tahun-2003-pelaksanaan-teknis-institusional-peradilan-umum-bagi-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18388/nprt/544/pp-no-3-tahun-2003-pelaksanaan-teknis-institusional-peradilan-umum-bagi-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18388/nprt/544/pp-no-3-tahun-2003-pelaksanaan-teknis-institusional-peradilan-umum-bagi-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
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Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang 

Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) 

Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan 

dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak 

Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang 

KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui 

proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011). 

Sanksi administratif  berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui 

Sidang KKEP terhadap:  

a.    Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan 

ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan 

telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan 

b.    Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i. 

 

D.   Tugas dan Wewenang POLRI dalam menjalankan Tugas di bidang Lalu 

lintas. 

1. Pengertian Lalu lintas 

 Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu 

dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh 

wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan 
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sarana transportasi lain.  Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas 

ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan tersedianya jasa trnasportasi yang serasi dengan tingkat 

kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, 

lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengembangan lalu lintas 

yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan 

dan mendominasikan unsurnya yang  terdiri dari jaringan transportasi jalan 

kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode 

sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, 

dan berhasil.  Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara 

berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan 

pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar- besarnya 

kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian 

lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi 

sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus 

dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan 

terpadu. Pengertian lalu lintas menurut menurut Pasal 1 Undang-undang 

Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas 

didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, 

adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, 

dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. 54 

                                                             
54 Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
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Menurut Muhammad Ali pengertian lalu lintas yaitu:55 

“Lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. 

Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas 

yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari 

satu tempat ke tempat lainnya.”  

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:56 

a. Perjalanan bolak-balik  

b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya  

c. Perhubungan antara sebuah tempat  

 

Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas 

dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum 

sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik 

kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar 

manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.  

2. Kewenangan Polisi mengatur lalu lintas 

Polisi lalu lintas merupakan agent of change, penegak hukum lalu lintas 

adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto,41 Polisi lalu 

lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 

berasal dari: 57 

a. Data pribadinya (Raw-Input)  

                                                                                                                                                                       
Jalan. 

55 Wawan Tunggul Alam.Op.Cit.hlm 73. 
56 Ibid. hlm 73. 
57 Bisri Ilham, 1998. Sisten Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada, hlm.32 



55 
 

 

b. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (Instrument-Input)  

c. Lingkungan sosial (Environtment-Input)  

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, 

registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan 

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada 

masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan 

kulaitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas 

merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dinyatakan dalam 

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok 

dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan 

pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan 

pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu 

lintas, serta pendidikan berlalu lintas.  

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-

undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:  

1) Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor  

2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  
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3)  Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan 

angkutan jalan  

4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu 

lintas dan angkutan jalan  

5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas  

6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan 

kecelakaan lalu lintas  

7)  Pendidikan berlalu lintas  

8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas  

9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.  

 

Adanya Undang - undang No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa 

POLRI akan berorientasi pada kewenangan (authority), akan tetapi harus 

disadari bahwa tugas dan fungsi POLRI di bidang lalu lintas, berikut 

kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi 

kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun 

pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan 

pencegahan kejahatan secara terpadu. Dalam melakasanakan tugas dan fungsi 

POLRI tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan 

melakukan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan 

budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 

PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
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Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai 

Pasal 12 PP No. 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 

dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai 

dengan kebutuhan.  

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur 

diatas dilakukan oleh petugas Polri secara gabungan dengan melaksanakan 

operasi kepolisian. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu 

dengan adanya Operasi Kepolisian menurut Pasal 1 PP No. 80 Tahun 2012 

adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, 

penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun 

waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber 

daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas 

peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka 

kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang 

tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan 

pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, 

pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan 

angkutan barang.  

Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:  
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a) Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang 

bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum  

b) Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas 

melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas  

c) Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani 

administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi  

d) Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas bertugas menyelenggarakan 

administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap 

perkara kecelakaan lalu lintas menperoleh kepastian hukum dan 

terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran 

lalu lintas.  

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya 

fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut 

hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat 

untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akun tabilitas, 

maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka good 

government (pemerintahan yang bersih). Selain POLRI adapun petugas 

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang berwenang 

beroperasi di jalan raya bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai 
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penyelenggara operasi uji petik di jembatan timbang terhadap seluruh 

kendaraan bermotor angkutan jalan barang, tambahan trayek dan layak 

jalan merupakan kewenangan mutlak DLLAJR. Maksud uji petik disini 

adalah agar ada tuntutan dalam pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan khususnya pelanggaran kelebihan muatan barang. Dengan 

demikian pejabat DLLAJR tidak diperkenankan melakukan penyidikan 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tugas tersebut merupakan 

wewenang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Pengertian Pelanggar lalu lintas 

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, 

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu 

lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. 

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 

Undang-undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan  yang berbunyi:  

 

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:  

a. Berperilaku tertib; dan/atau  

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan.  
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Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai 

suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan 

penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu 

dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam KUHPidana 

tindak pidana dibagi atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran 

(overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHPidana diatur pada 

Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III 

yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan 

mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu 

bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif 

didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah 

adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan 

kejahatan bersifat recht delicten yang berarti suatu yang dipandang sebagai 

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu 

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan 

yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih 

ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen 

Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan: 58 

 “Bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini 

(kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya 

kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan 

hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya 

ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.”  

 

                                                             
58 Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm.40 
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Apabila pernyataan diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang 

dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan 

memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada 

pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka 

diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

menyebutkan bahwa:59 

 “Pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau 

pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan 

berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melawan hukum.” 

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran 

yaitu:60 

 “Politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. 

Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati 

larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. 

Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum.“ 

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:  

a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan  

b. Menimbulkan akibat hukum  

Maka dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian 

                                                             
59 Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 

hlm.33 
60 Bambang Poernomo, Op.Cit. hlm.44 
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tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan 

umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan 

peaturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas 

adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya 

bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat 

dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas 

yang terdapat pada jalan raya.61 

 

                                                             
61 Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan dapat dilihat di 

http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-klasifikasi-kecelakaan.html diakses 

pada 18 september 2016 pukul 12.50 WIB 

 


